PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ 17 TAHUN 2015
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 5 RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

a1

KABUPATEN BATANG TAHUN 2015
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor

188.3/0833/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal
penyampaian 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2015 dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 114 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang, telah dilaksanakan pembahasan atas Rancangan
Peraturan Daerah dimaksud untuk mendapatkan

persetujuan bersama;
bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a,
telah dilaporkan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten

Batang dalam Rapat Paripurna dan telah disepakati oleh
forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Batang tanggal 7 September 2015;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

an huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Terhadap 5 Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015.

pada huruf a d

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undax}g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir
dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5104;
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7.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004
tentang * Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD ‘Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E

Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007
Seri E Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP 5 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.

KESATU : Menyetujui 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Batang, yang terdiri atas :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang;

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 1
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di

Kabupaten Batang;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang

Sistem Penanggulangan Bencana.
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KEDUA

KETIGA

: Persetujuan

dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tercantum dalam laporan hasil pembahasan Panitia Khusus I
dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Batang.
sebagaimana dimaksud diktum KESATU

dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan

Bupati Batang.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 September 2015
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